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PEB&TURA$ DAERAH KABUPA?EN KEDIRI

I.IOMOR 5 TAHUI{ zOCO .""1X,

TENTAI'TG
PE$GENDATIAT{ PEI{EBAI{GAN POHOI{ BAN TA?A USAHA

HASIL HUTAN i'I IUAR KAWASAI{ HUTAN DATAM

KABUPATEN KEDIRI

Henimbang d

Mengingat L

DENGA!$ RAHMA? SUHA$ YAI{G }!,AHA ESA

BUPA?I KEDIBI

h'ahwa dalam upaya menjaga kalestarian linglrung-
an hidup dan sumber daya aLam hutan, tanah ain
ai.r dari kerusakan yang disebabhan oleh
manusia, hewan dan alam rnaka perlu memberikan
perlindungan dan penertiban terhadap pohon

lindung di tepi jatan dan kayu desa atau hasil
liutan ralcyat/hasil perkebunan serta hasil lain-
nya di luar kawasan hutan dal am ltabupaten
Kediri ;

bahr+a berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dal-am huruf a r perlu memL'entuk Peraturan
Daeraii tentang Penebangan Potro*. dan Tata Usaha

Hasil Hutan di Luar Haitrasan Hutan dalam Kabupa-

ten Kediri -

Und.ang-undang $omor LZ ?abun 1950 tentang Pem*

bentukan Daerah daerah Xabupaten {alam Ling-
Ir-ungan Propinsi 'Tawa Timur ;

Undang-undang $omor I Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana t Lembaran f{egara Eepubli}i Indone-

s ia ': -:ti:,tn 1981 Nomor 7 6 , Tambahan tsmbaran

He-oara Bepublik Indonasia Nomor 3209) ;

b

2

t

t

a

{



I

,

.?
3. undang-undang 3{omor E ?ahun 1gg0 tentang Kon-

servasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem-
nya ( Lembaran Isegara Bepublik rndonesia Tahun
1990 ltom.or 49, Tambahan tembaran Negara
Bepublik Indonesia Nomor 3419) ;

4, Undang-undang Nomor 23 Tahun iggT tentang
Fengelolaaa !ingkungan Hidup (tembaran Negara
Republik rndonesia Tahun 1gg7 Homor 6,e, Tambah-
an tembaran $egara Republix rndonesia }lomor
36ee );

5. Undang-undang !{omor ZZ Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran l,iegara Republik
Indonesra Tahun lggg Nomor 6A, Tambahan Lembar_
aa }legara B+puhlik Indonesia l,lomor 3g3g) ;

6 . Undang-unda.ng l{omor 4t Tahun 1g g ? tentang
Kehritanan i leiilbaran Negara Republilr Indonesia
Tahun 19-qg liomcr !67 , Tambahan tembaran Negara
Repuhrlik Indcnesia Nomor ) ;

7 , Peraturan pemerintah Norrrcr 27 ?ahun 1gg3 ten-
tang Palaksa$aan undang-undang lrromor B Tahun
1981 tenta:rg Hukum Acara pidana ( Lembaran
Negara F-epur-,rik rndonesia Tahun 1gB3 Nomor 6,
Tambahan L+mbaran r{egara Republik Indonesia
l{omor 3l5B } ;

8. Peraturan pemerintah Nomor zg Tahun lggs
tentang Perlindungan Hutan ( Lembaran Negara
Bepublik Indonesia Tahun 19gE l{omor 3g, Tambah*
an Lembaran $egara Bepublik rndonesia Nomor
32e4 ) ;

9. Peraturan pemerlntah l,lomor ?S ?ahun 2000
tentang l(ewenangan pemerintah dan Kewenangan

. Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
L0. Keputusan presiden I'lomor 44 Tahun lggg tentang

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
dan Bentuli Bancangan Undang-undang, Bancangan
Peraturan Felaerrntah dan pancangan Keputusan
Presidea ;

L1. Kaputusan Henteri Kehutanan Nomor 194/Kpts /Tr/
L996 teatang Fetunjuk penger,iaan Hutan lainnya;

12. Keputusan Henteri Kehuta*aa dan perkebunan
Homor 3L6ifipts-fI/Lggg ientang perlindungan
Hutan Propiasi Daerah Tir:glsat I Jaira Timur ;

13. Iteputusan itepala Kantor '*iiiayah Departemen
Kehutanan dan perkebunan propiasi Jawa Timur
Nomor 03,/ltpts/Ew1-3 / Z0AA tentang petun juk
Teknis Tata Usaha Kayu l{utan Rakyat dan Kayu
Hasil Perksbunan di Wilayah Jawa Timur ;
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15.

Peraturan Daerah propin*r iraerah Tingkat r Jaua
Timur }tomor 5 Tahun 199: tentang perLindungan
Hutan Fr,:pinsi Daerah pii:qket I _TaF:a ?imur ;
Peraturan Daerah l{abupaten oaerah Tingkat rr
Hediri $om,-:r ?C ?ahun lggg tentang pambeatukan,
$usunan organisasi dan Tata K+rja Ernas sehutan
an Daerah Halrupaten Daerah Tingkat rr Kediri;
Peraturan Daerah Habupeien Hed:-ri lqomor z
Ta;tun ?eC0 tentang peni,i619 pegawai $egeri
Sipil dr Lingkungan gem+r:-r:tah Kabupaten
Kediri 

"

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAHITA$ RAHYAT DAERAH KABUPATE$ KEDIBI,

i'{Ei'{LITUSHAi{

PERATI=IRAI{ BAEBAH KABUPATE$ HED]BI TE$TAHG FEISGEH-
DALIAI$ BENEBA$+A$ PoHoH DAH TATA USAHA HA-qrt HUTAN
NI I,LIAR KA-I.J.A-qAN HUTA$ DAIA}T HABLIPATE$ HEDIRI

RAtr T

ITE?ES?UAH LIHUM

Fasal !

Daram Feraturan Da+rah ini yans dimaksud dengan ;

a. Daerah, adaLah Eabupaten Ked:-ri ;
b. Pemerintah Daerah, adalah Hepal-a Da*reh beserta

Pera*gkat $eerah Ct+n*n :rang iair: sebagai Badaa
Eksekutif Daerah ;

c, Kepala Daerah, adalah Bupati Hed:-r:- ;
d. Dewan Pero-.'akilan Rakyat Da*rah }.'ang seranjutnya

disehut DPRD, adalah De*an perwakilaa Rakyat
Daerah Kabupaten ltedir:.;

e. Pejabat yang drtun;uk, a,3aLah p+jabat yang di_
tunjuk oleh Hepa1a Da+rah ;

t . Dinas Kehutana* Daereh., adal_ah SinaE K*hutanan
Daerah Kabupaten Daerah T:.ngHat II l(ediri ;

Menetapkan
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Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan iahan berisi sumber daya aLam hayati
yang d:-dominasi pepohonan daLam persekutuan
alan lingkungannya yang satu dengan lainnya
tidak dapat dipisahkan i
Hasil Hutan, adalah benda-benda hayati, non
hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal
darl hutan i
Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang ber
sangkut paut dengan hutan, karasan hutan,dan
hasil hutan yang diselenggarakan secara
terpadu;
Karrasan Hutan, adalah r+ilayah tertentu yang
dituajuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah
untuk dipertahankan keberadaanniua sebagai hutan
tetap ;
Hutan Rakyat / Hutan Milik, adalah hutan yang
berada di luar kawasan hutan dan di Luar hutan
cadangan yang dibebani dengan hak milik atau
hal<-hak lainn:ra ;

Pohon,adal-ah pchon apa saja yang tumbulr Citanah
milik perorangan atau badan hukum diluarkawasan
hutan termasuk pohon yang trerada di tepi jalan;
Kayu, adalah lcayu jati dan kayu rimba :gdng
tumbuh ditanah milik perorangan atau Badan
Hukum di luar kawasa* hutan ;

IIfl, adalah izin penebangan pohon-pohon dan
angkutan ]<ayu di luar kar+asan hutan yang di-
Iceluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
Tim Komisi Izin Tebang, adal-ah petugas yang
terdiri dar! stai- Dine;' Kehutanen, perum per-
hutani, Balai Konserv'asi Sumber Daya Alam atau
Dinas B j.na Marga atau Dinas Kebers ihan dan
Pertamanan atau Dinas p+rkebunan atau Dinas
Pengairan dan Aparat Des;. =+tempat ;

Tata Usaha He*:-} iiuian, adalah suatu tatanan
dalam bentuk p+ncai:atan, penerbitan dckumen dan
pelaporan yang mel_iputi kegiatan perencanaan
produksi, pen+banga$, p*::.6ukurall, pengumpulan,
pengangkutanr ilengCIlahii-r dan peredaran hasil
hutan i
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q. Hasil Hutan Milik Rakyat,, adalah benda-benda
hayati beserta turunaany+ yang telah dibudr-
dal'akan di Lahan hak milik atau halr-hak lain
yang h'erada di luar kawasan hutan ;

r. i(ayu Hasii Perkebunan, adalah kayu yang di-
tebang dari tananian perkebunan termasuk hasil
hutah yang dibudidayakan di. areal perkebunan ;

s. Laporan liasil Produksi yang selanjutnya di-
singkat LHP, adalah laporan dalam bentuk daftar
yang memuat nomor hrat ang , j enis , pan j Errg,
diameter dan volume kayu bulat lrecil yang
diproduksi ;

t. Palu Tok DI(, adaLah alat yang ,jipakar untuk
memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang
berasal dari hutan rakyat/milik, kayu hasil
perkebunan dan kayu hasil pel uiig jalan dan
kayu lainn!'a yang herasal dari luar kawasan
hutan ;

u. Surat Angkutan Kal.u Milik yaag selanjutnya di-
singkat SAKM, adalah dokumen pengangkutan yang
berasal- dari hutan milrk rakl'at atau hasil
perkebunan yang memuat jenis hayu, jumlah
batang, volurne, tujuan dan masa berlaku dokumen
anghutan kayu termasulc kayu yang ielah berubah
bentuk dari tempat penebangannya ;

v. Pejabat Penerbit SAKM, adatah pejabat pada
Dinas Kehutanan untuk rnenerbitkan dokumen SAKM;

w. Pejabat Pemegang PaIu Tok, adalah pejabat pada

Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan untuk
menerakan palu tok pada kedua l:cntos kayu yang

akan diterbitkan dokumen SAKI'{.

B A B 3I
PERTZ,INA}I

Pasal 2

(1) Setiap orang aiau Badan Hukum yang akan me-
lakukan penebangan pchcri yan# tumbuh di tanah
milik dan di tanah negara di ]uar kawasan
hutan terlebih dahulu wajib memilitri izin dari
Kepala Daerah Bt.="u Pejabat :-'ang drtunjuk ; f=-
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IzLn sebagaimana dinal:sud pada a:rat { 1) di-
perolel: dangan cara mengajukan permohonan
secara tertulis dengan rnencantumkan :

a. $ a m a ;

b. A 1 a m a t i

c. ALasan Penebangan ;

d. Jenis pohon yang ditebang ;

e. Jumlah pohon yang drtebang ;

f.. Taksasi volume pohon yang ditebang :

g. Lokasi pohon yang ditebang ;

(3) Izirt sebagaimana dinaksud pada ayat (1) untuk
Lokasi-Loka*i tertentu lrarus nr.endapat persetu-

t.ijuaa SPRD; ,,'/7A
l-(4) Jangka r.raktu berLakunfa -izin selama 2 (dua)

minggu lerhitung mulai tanggal penerbitan dan
dapat dralukan perpanjaagan seiama Ly,Z minggu;

( 5 ) Permchanan izin sebagainana dinaksud pada ayat
( 1i dapat dt-tcIak apabiLa tide.k rnemenuhi
persyaratan yang ditetapkan. ,\

B A B III
KEWAJIBAN PE!'{I t I Kl PEIIEBANG

Pasal 3

(1) pemililr / Fenebang dierajrbkan nle$anam pohon

t2)

(2)

%rq%@i

pengganti minimal 3 (tiga) h'at ang pohon

setiap pohon yang ditei:ang de;rgan jenis yang

sesuai dan dilloordina*q ikan ter lebih dahulu
kepada Bina.= !(ehutanan };e:i:ah atau Dinas yang
l a*!.+.1 + -Ltf J.J..G.i-L,

Untuk rnelaksanal:an k+ieniuan sebagaimana di-
maksud pada ayai (11 F*::elrang wajib memberikan
ganti ke:ugian ja*lra 1i::l:liunqaa sebesar :

- Jenis ka1'L1 Jati p'n. 1n.cn,t,-i143;
Jenis kayu Ri;qba Ei,.. ;.1.*00,-/V3; l. l

Jenis kayu ]ainnya Ep. 2.500,-/i43;

*
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(3)

(7)

serain dikenakan ganti kerugian sebagairflana
dimaksud pada ayat ( Z ) untuk mendapatkan izin
penebangan pohon dikenakan tarnbahan biaya
sebesar 10 t (sepuluh persen) dari uang ganti
kerugian yang hbrus dibayar i'ang dipe rgunakan
untuk biaya pemeriksaan dan taksasi pohon yang
dilakukan oleh Tim Komisi lzin Tebang dilokasi
penebangan;

(4) Tim Kcrnisi rsin Tebang sebagaimana dimaksud
Fada ayat ( 3 ) akan ditetapkan 1ebih lanjut
ol-eh Kepa1a Baerah; :

(5 ) Khusus u*tuh penebangan p,=hon yang berada di
tepi. je1an, penebang dii+ajib,kan me*bayar uang
ganti kerugian;

(6) Besarnya jumlah uang ganti kerugian sebagai_
mana dimaksud pada ayat ( S ) ditetapkan oleh

I
/

Kepala Daerah berdasarkan penawaran harga umum
kayu yang tertingg
Lzin;

i yang diajutran oleh E,emohon

Uang ganti kerugian sebaga:_mana drnlaksud pada
ayat (2) dan (5) disetor ke Kas Daerah

Pasal 4

(1) $etiap kegiatan pengangkutan dan kegiatan men-
datangkan lrayu dl luar kawasan hutan waj ib
dilengkapi dengan SAKM yang diterbitkan oleh
Pejabat Penerbit SAKl,t ;

{2) Sebelum diterbrtEan SANM ditera.kan paLu ?ck
trada kedua bontcs kayu +Leh pejabal pemegang
paiu Tak ;

( 3 ) untuk menerbitkan sAKI,t sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) dikenakan penggantian t,iaya
cetak sebesar Rp. S.000,_ (Iima ribu rupiah)
setiap set dokumen untuk satu alat angkut yang
sesuai dengan kelas jalan ;
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(4i SAKM .sebegaimana dima]--su,l Fada a1.ai i1) b+r*
Laku untuk 1 isatu ) kaL:. a*gliut.

BAE TV

PEHGA}.T.AsA},I
PasaL E

( 1) Untuh kelancaran dan ketert:-ban F_egiatan se_
be*gaimana dimaksud pada Flasa ! ?, ;? dan 4
diadakan pengendalian dan p+RgawasaE sesu a1

be rl"aku;

( 2 ) Pengendar-ian dan pengalrasan sebasari-,ra*a di-
roalisud pada ayat i1) diLakukan cLeh Kepala
Daerah atau p+jahat }'Eng ditunjuk.

BAB V

HETEI{TUA}'I PIDANA

Pasal" 5

( 1 ) setiap orang yang melan:ger k+ieatuan pasal z ,3 dan 4 d iancam pidana i<urungan mininral 1
( satrr ) bulan maksimal. 6 ie::am ) bulan atau
denda minrmal Rp , L.000.0CC, _ ( satu juta
rupiah) matisimal Rp. S.0C0.C00,_ tL:_ma 3utarupiah) dengan atau trdak meiampas barang
tertentu untuk Daerah, kecuar.i jika ditentukan
lain dalarn peraturan perundang_undangan 

;

{2) Tindak pidana sebagain"+na *:_me!;s:-rd
(1) adalah pelanggaran.

Fa*a ayat

PAEliT
pHlllrTnTritll

(1) Pejabat pega.',ia:. Eeg+ri -qip:.} t+rtertr-l di ring-
kungan
khusus

Pemer:.rrtah Daerah diberi
sebagai peny-idil: ut:t,;k

wewenang
nielakukan

penyidikan tiad+k pidana p+r-*i:,rgaraa paraturan

(
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( 2 ) W€renang P+nyidik sebagaimaaa dimal<sud pada
ayat (1i adaLah :

a. menerima Laporan atau pengad,uan darj- se-
seorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melalrukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti ses€orang Tersangka dan
memerilrsa tanda pengenal diri. Tersangiia ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau $urat i
e. mengambii sidik jari dan neinotret Tersang-

l--.
-\9.t

f . m.emanggi]- arang untuk didengar dan diperik-
sa sebagai Tersangka atau Saksi ;

g. mendatangkan orang ahl"i daLam huhungannya
dengan pefierikeaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari Penyirlik bahwa t.ldak
terdapat cukup bukti atau peristiwa ter-
sebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui. Pea,vidi-k memberitahukan
hal tersebut kepada Penurutut. Umum, Ter-
sangka at.au keluarganya ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil' penyidikannya lrepada
Peauntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di
atur dalam Undang-urrdang $omcr I Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUA$ PENUTUP

l-t+a - 1 Or €1DG,r (J

HaL-haL yang belum diatur dalam peraturan
Daerah ini, sepanjang ffiengenai pelaksanaannya alran
diatur tebih lanjut dengan K+putusan KepaIa
Daerah.

I
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Pasal- I

Dengan b+rJ-akuill'a Peraturan Daerah ini,
neka Peraturan Daerah KabuFat+i: Daerah Iingkat II
Ke,3:-ri $cilcl !4 Tahun !977 tentang Pemctongan
Pohcn Lindung Jalan yang dikuasai aleh Pemerintah
KabuFaten Daerah Tingliat II Hediri dengan segala
peru:rahannya dicabut dan dinyateliaa tidak berlairu
lagi

Pasal 10

Peraturan Daerah ini muLai *erLaku pada
tanggal- diundangHan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memeriiitahE.*n peagundangan Peraturan Daerah ini
dengaa penempatasnya dalaio Lembaran Daerah Kabupa-
ten Hediri.

rl

Disahkan di
pada tanggaL

Kediri
27 Hei 2000

Drundaagkan di Kediri
pada tanggal 27 MaL 2000

SEKBETARIS DAEEAH

TTD

rr. iI. IMAM $ANTOSA

LEMBARAN DAERAH IiABUPATEH KITJ}IRi

TAHUI{ 2COO NOMOB T/ C sERi C

BUPATI KEDIRI

rTI'
H. SUPARYAST, g.IP,MM.

Disalln sesuai dengan aslinya
I ngambil

fr!

fi a atm^^ a.nEt:l I r r.aE

-^!+h. s+ rir! sarr-* T

1r r n R4n n;_a 11{\

Salinan
liEDIEI
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PENJETASAN
ATAS

PEBATLIRAH I'AEEAH KAEUPATEN KEDIRI
}IOMCR 5 TAHUN 2OOO

TEI{TAT{G
PEI{GET{DAIIA}I PENEBAI'TGA$ POHON DAH TATA USAHA

HASIL HUTAN DI tuAB KAT-IASAIT HUTAI{ DATAT-I

KABUPATEil KEDIBI

I PENJETASAN UI"ILI}{

Bahwa untuk irea j aga kelestarian r.ingkungan d.aripenebangeB trohcn secara .l-iar, naka p+rIu membentuk peratur
an Daerah tenta*g peng+a€ar.ian penebangar: pohcn dan Tatausaha Hasil Hutan Dr. Luar xawasan Hutan dalam KabupatenKediri.
Adapun tujuan dari p+r.=turan Daerah :ni a.3alah i
7 untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya aram kayu se-hingga dapat memenuhi azas manfaat dan lestari ;p€ngamanan terhadap kepentingan negara seperti pelesta_

rian sumber daya aIam, pendapatan negara dan pemanfaat-
an hasil hutan kayu secara optimal ;3. menciptakan dunia perkayuan yang
efisien dan bertanggung jawab ;

4, memberikan ketentraman dan keamanan
generasi sekarang dan yang akan datang.

tertib, Iancar,

h,agi nasyarakat

II. PEI{JEIASAN PAgAt DEI{I PA.SAI

Pasal L

Pasal 2 ayat ili
dan (2)

5r'-+ / 1 \o,raL \Jj

Cukup jelas
Cukup jelas

: :trang CrnakgrlC ,!.:iEan lokasi tertentu
aGaieh :

/ a. P+hcn iraag t.'.,:mbuh d:.kiri_kanan
. jal.an Eina liarga propinsi;

b. p*hcll :'ang tunbuh diklri_kanan
Sungai dengan jarak *, S0 M. dari
tebiag/tanggui Eungai;

c. P:*ha:'r yang tumbuh pada tangkapan
Ei.:mber Air dengan radius t 100 M.

I

\
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ayat (4)
ayat (5)

Pasa1 3 ayai (1)

aYat (2 )

ayat (3) sampai
dengan ayat (?)

Pasa1 4 sampai
dengan 10

fu--

;')
SV

?

: Cul;,l.rp jelas
; psrsyaratan ,vang ditetapkan adal-ah

per*iyaratan adninistrasi lrelengkapan
p+r:-zinan t+bang kayu.

: sang dimaksu,i Dinas Iang terkait

l-. $inas Hebersihan dan Pertamanan
?" Einas PLI.Bina Harga.
Yeng diii.aksu.i kay',1 :'iinba adaLah kayu
:ra:ig s+jenis d+ngan kairu 8eno,
i.t:-ndi, I-tinbau, i,'ieru, Segar,le, Flad.ang,

S+ngon, Hahoni, Jchar, Akasia, Waru,
l+n,*o, F.au, Cepcgo, $yampuh, taban,
EukaliFtus, Bandu, Trembesi, Karet,
dan kayu sejenis yang Lain,
Kayu l-ainaya, adal.ah kayu yang tidak
tarmasuk j enis ka.vu Jat i dan kayu
Bimba yang tumbuh di atas tanah di
luar kawasan hutan.

Cukup jelas

: Cukup jelas.

/


